 PENINGKATAN KUALITAS PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Oleh Suharzyono ARf o

1 Pendahuluan - i _

Sesudah menj aiam kehldupan sebaga1 bangsa yang merdeka seiama
setengah abad lebih, sampailah bangsa kita pada masa-masa kritis yang
-~ cukup mendasar. Kita tidak lagi sekadar menghadapi persoalan-persoalan
~ yang berkadar kuantitatif, melainkan sudah bernilai kualitatif dalam
membentuk hukur (peraturan penmdanguundangan), melaksanakan, dan
-menegakkannya.

" Berdiri di atas tahun 2007 apaiagi membandingkannya dengan
keadaan pada tahun 1945 dan lebih maju lagi pada permulaan abad
keduapuluh, Indonesia memang sudah berubah sangat besar dan perubahan
itu berlangsung dengan cepat dan semakin cepat. Hukum pun dibuat untuk
mencapai perkembangan tersebut, walaupun sangat tersengal-sengal.
Sebagaimana kita sadari bersama bahwa hukum berusaha mencapai
perkembangan tersebut, namun termyata masyarakatnya belum siap untuk
melaksanakan hukum yang dibuatnya itu. Padahal hukum harus ada dalam
masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban, keamanan, dan memberikan
keadilan,

Tentang keadaan tersebut, Satjipto Rahardjo pernah bertanya apakah
“hukum untuk masyarakat” atau “masyarakat untuk hukum”?* Memilih yang
pertama menimbulkan suasana yang dinamis, sedangkan yang kedua statis
dan stagnant atau macet. Kiranya cukup jelas bahwa kemacetan tersebut
terjadi karena masyarakat yang berubah itu dipaksa untuk dimasukkan ke
dalam bagan-bagan hukum yang ada.

Kendati kita memilih yang pertama yakni “hukum untuk masyarakat”,
bagi suatu bangsa yang berubah dengan cepat, siasat tersebut tidak
sepenuhnya menjamin bahwa keadaan akan teratasi dengan baik. Sebab
pertanyaan yang kemudian bisa diajukan adalah “seberapa besar”
perubahan dilakukan agar hukum benar-benar dapat disiapkan untuk
melayani masyarakatnya dengan baik?

I Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Peraturan Perundang-
undangan Dep. Hukum dan Hak Asasi Manusia

2 Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003,
hal. 43.
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" Mochtar Kusumaatmadja, tampaknya juga bertanya dan..p_e's'imis
terhadap hukum di Indonesia, karena tanda-tanda mulai tumbuhnya
pengakuan dari pentingnya fungsi hukum pembangunan, menunjukkan bahwa
“kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengah kesibukan
tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (melaise) atau kekurang
_percayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat 3 SR
~..Harkristuti Harkrisnowo juga merasa pilu tentang -hukum
. diIndonesia. Harkristuti menyatakan bahwa di tengah suasana Indonesia
- yang masih mengalami berbagai cobaan besar sejak masa fin du siecle
(akhir millenium) sampai kini, tidaklah mudah bagi saya untuk memaparkan
kondisi hukum kita tanpa kepiluan yang merebak mendengar dan ratapan
mereka yang terluka oleh hukum, dan kegeraman yang membahana pada
mereka yang memanfaatkan hukum sebagai alat mencapai tujuan tanpa
memakai hati nurani.* € N

Pembangunan hukum di Indonesia sudah berlangsung sej ak tahun
1970-an dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara m_e_:ndasar
dan komprehensifterhadap kinerja model hukum sebagai “sarana pembaruan
masyarakat”.’ Ketiadaan evaluasi tersebut sudah dapat diantisipasi semula
oleh Mochtar Kusumaatmadja yang antara lain mengemukakan bahwa
ukuran keberhasilan pembangunan hukum tidak sama dengan pembangunan
fisik karena pembangunan fisik jelas dapat dinilai dalam bentuk angka-
angka termasuk keberhasilan ataupun kegagalannya, i

- Romli lebih lanjut menyatakan bahwa proses legislasi dengan produk
perundang-undangan bukanlah proses yang steril dari kepentingan politik
karena ia merupakan proses politik. Bahkan implementasi perundang-
undangan tersebut dikenal dengan sebutan “penegakan hukum” atau “law
enforcement”, juga tidaklah selatu steril dari pengaruh politik.

Jika demikian halnya, maka hukum di Indonesia, termasuk
pembentukannya, tampaknya di luar hukum dalam bentuknya yang murni,
yaitu tidak sesuai dengan dunia ide seperti yang dikemukakan oleh Plato.
Machfud MD sendiri terkejut terhadap masyarakat yang heran ketika
melihat bahwa hulcum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian
hukum, penegak hak-hak masyarakat, penjamin keadilan. Banyak sekali

*  Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan
Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2002, hal. 1

Harkristuti Harkrisnowo, Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan
terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Orasi pada Pengukuhan
Guru Besar Tetap dalam Itmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
& Maret 2003, hal, 1.

Romli Atmasasmita, Moral dan Etika Pembangunan Hukum Nasional: Reorientasi
Politik Perundang-undangan, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan
Hukum Nasional VIIi di Bati, 14-18 Juli 2003.
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. '_'peraturan_hu}{um yang, tumpui tidak mempan memotong Lesewenanﬂ— o

'Bahl\an banyak pzodulx htﬁa.um yang Iebxh banyak dlwamm oleh kepentmgan—f‘ i
an -pOhtik pemeoang kekuasaan domman Mereka bertanya 55' L

o

- ':antara huLum daﬁ pohtlk yang da! am kenyataannya lehlh suprematlf Dan S
' pertanyaan~pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemukakan_ <

seperti bagaimanakah pengaruh poimk terhadap hukum, mengapa politik .

banyak meng:mtewensz hukum, jenis sistem’ pohtlk yang bagalmana vyang’

dapat melahirkan produk htﬂ«.um yang berkarakter seperti apa. Upaya untuk

membem }awaban atas: pertanyaan—pertanyaan di a‘{as mer upakan upaya’ \

yang sudah memasuki wilayah politik hukum:

“Politik hukum, kadangkala juga merambah di hncrkungan dalam-
pemerm’cah pada waktu rancangan peraturan tersebut dibahas antar-

departemen terkait dengan masalah kepentingan sektor dan kepentingan
lainnya. Apakah hal ini termasuk dalam wilayah politik hukum? Kepentingan

sektor inilah yang kemudian mempengaruhi politik hukum yang memang

sejak semiila diharapkan politik hukum dapat bermanfaat atau berguna

dalamkehidupan belmasyaral\at Sekah 1ag1 stenhsas1 pohtlk hukum dlkOtDI’l '

oleh kepentmﬁan sektor.

- ‘Sumber daya manusia, terutama 1eglsiator yang dmﬂm lemah dalam:

merumuskan dan menuangkan keinginan politik hukumnya dan jumlah
perancang peraturan perundang-undangan yang masibh minim, juga
merupakan salah satu penyebab terjadinya kesenjangan antara kuantltas
dan kuahtas produk peraturan pemndanmundanoan : -

2. P_eran Pembertuk RUU

Berdasarkan data yang ada, dapat diketahui bahwa saat ini ada ratusan
program legislasi dari seluruh departemen/LPND, baik yang telah selesal
disusun maupun yang dalam proses penyusunan, termasuk persiapan naskah
akademiknya dan proses harmonisasi di Departemen Hukum dan HAM.

© Wioh, Mahfud MD, Politik Hukun di Indonesia, LP3ES, hal. 1.
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: Sebaoazmana diketahul bahwa Jumlah program leg1s}a31 yang dzajukan,
L senap tahun terus bertambah padahal oleh. Baleg dan Pemerintah telah

: dztetapkan sebanyals. ’?84 RUU dalam Provram Legwlam Nasmnai 2005-
2009 Temyata perkembanﬂan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat

' berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Pasal 17 ayat (3)

' Undang~Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peramran
- Perundang«undangan (UUP3) rnenentukan bahwa “Dalam keadaan tertentu
S '-Dewan Perwakllan Rakyat atau Premden dapat mengajl ukan rancangan

o 'mengembangkan kemgmannya mengaiur sesuatu daiam undanc-undang

“diluar Prolegnas. Dari keinginan tersebut, ternyata membawa darnpak yang

sangat luas terhadap pencapaian atau target yang semula telah dlsepakatl
yang berakibat terbengkalainya Prolegnas itu sendiri.

Departemen Hukum dan HAM, yang mewakili Pemerintah daiam
penyusunan Prolegnas, selalu menghadapi persoalan karena tidak dapat
melarang atau membatasi prakarsa departemen/LPND dalam mengajukan
usulan prolegnas baru, apalagi jika program yang diusulkan tersebut benat-
benar penting dan perlu untuk melaksanakan penyelenggaraan negara dan
kepemerintahan, misalnya, penyelenggaraan pemilu dan parpol serta
keinginan untuk mengubah pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi,
Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

- Posisi tawar terhadap pengajuan prolegnas baru merupakan salah
satu persoaian tersendiri karena ternyata DPR-RI, melalui Balegnya, juga
mengajukan usulan prolegnas baru di luar yang 284 RUU tersebut. Dengan
demikian, makna Prolegnas 2005-2009 sebagai acuan instrumen
perencanaan yang terpadu dan sistematis belum sepenuhnya mengikat. Jika
Pasal 17 ayat (3) tersebut dibiarkan berkembang dan tanpa kendali, maka
yang terjadiadalah munculnya inflasi jumlah RUU yang berakibat “lebih
besar pasak daripada tiang”, terkait dengan kemampuan DPR-RI dan
Pemerintah untuk menyelesaikan program tersebut. Pemerintah pada
dasarnya menunggu diundang untuk membahas suatu RUU karena
konsekuensi dari pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang
berdasarkan UUD 1945 dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (P3). Jadi, kemampuan DPR-RI lebih dipertaruhkan untuk
menyelesaikan RUU, dibandingkan dengan Pemerintah.

Peran legislatif sebagai poros utama pembentukan undang-undang
sering kali terabaikan karena banyaknya pekerjaan di luar pembentukan
RUU yang harus diemban oleh anggota dewan, misalnya, pekerjaan-
pekerjaan melakukan fit and proper test untuk jabatan pemerintahan
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s Penmgkatan kuamas ?embentuian Peraturan Perundam undannan dl Indoncma S

'tertentu dan raker-raker lam d1 Iuar pembentukan rancangan undang«ﬁf.'_" o

3 i’rogram Leg151351 Nasmnal Yang Belum Fo!ms

Sebagmmana telah klt_a ketahuz bahwa prosedur penyusunan peraturan S

; _'_penmdang-undangan selain sebagzandltenmkan dalam UUP3,secararinci
~juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomo: r 61 tentang Tata Cara

B _Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional dan Peraturan

' iden Nomor 68 tentang Tata Cara Mempersmpkan RUU Rperpu

-RPP dan Rpre.31den

Dalam Perpres’ 61 d1tentukan bahwa penyusunan Prolegnas di‘._

hngkungan DPR-RI dihoordlnaszkan oleh Badan Legislasi sedangkan
penyusunan Prolegnas di lmgkungan Pemerintah dikoordmasxkan oleh
Menteri (Menteri Hukum dan HAM). Penyusunan Prolegnas di lingkungan
DPR-RI dan Pemerintah dﬂakukan dengan memperhankan konsep31 RUU
yang mehpun

a. latar belakang dan tujuan penyusunan;

b. sasaran vang akan diwujudkan; :

c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yancr akan dxatur dan

d. Jangkauan dan arah pengaturan ' :

Ter}\aj,t dengan penyusunan Proiegnas di hngkungan Pemerintah,
Menteri meminta kepada menteri lain'dan pimpinan LPND mengenai
perencanaan pembentukan RUU di lingkungan instansinya masing-masing
sesuai dengan lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya. Penyampaian
perencanaan pembentukan RUU disertai dengan pokok materi yang akan
diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam hal menteri lain atau pimpinan LPND telah menyusun naskah
akademis, maka naskah akademis tersebut wajib: disertakan dalam
penyampaian perencanaan pembentukan RUU. -

Setelah RUU disampaikan, Menteri melakukan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dengan penyusun perencanaan
(pemrakarsa) dan bersama-sama dengan menteri lain dan pimpinan LPND
yang terkait dengan substansi RUU. Upaya pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi RUU diarahkan pada perwujudan keselarasan
konsepsi tersebut dengan:

a. falsafah negara;
b. tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya;
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c UUDNegaraRITahun1945 bt
-»d. undang-undang lain. yang telah ada berlkut segaia per _uran
- pelaksanaannya;dan

e, -.:kebljakan Iamnya yang terk' 'tdencan bxdang yang diatur dengan RUU
L ite:rse:bwt v : .

Upaya pengharmomsasmn pembuiatan dan'pemantapan kons_epsa

o rum konsulta51 Dalam forurn konsuitasx tersebut dapat d1unda.ng para ahh

dari hngkungan perguruan tinggi dan orgamsas1 di bidang sosial; pohtxk

KR profesx, atau kemasyarakatan lamnya sesuai dengan kebumhan

Konsep31 RUU yang telah: memperoleh pengharmomsasmn
pembulatan ‘dan pemantapan konsepsi, oleh Menteri wajib dimintakan
persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden sebagai Prolegnas yang. dzsusun
di lingkungan Pemerintah sebelum dikoordinasikan dengan DPR-RI. -

Dalam hal Presiden memandang perlu untuk mendapatkan kej e_l__asan
lebih lanjut atas dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi RUU,
Presiden menugaskan Menteri untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi
RUU dengan penyusun perencanaan dengan menteri lain atau pimpinan
LPND yang terkait. Hasil koordinasi tersebut oleh Menteri dilaporkan
kepada Presiden. Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah,
oleh Menteri dikoordinasikan dengan DPR-RI melalui Badan Leglsiasz
dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegnas.

“Setelah melakukan koordinasi dengan DPR-RI, Mente1 i
mengkonsulta31kan dahulu masing-masing konsepsi RUU yang dihasilkan
oleh DPR-RI kepada menteri lain atau pimpinan LPND sesuai dengan
lingkup bidang tugas dan tanggung jawabnya dengan masalah yang akan
diatur dalam RUU. Konsultasi tersebut dilaksanakan dalam rangka
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RU, termasuk
kesiapan dalam pembentukannya. Pelaksanaan pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tersebut dilakukan dengan
tetap memperhatikan keselarasan konsepsi di atas.

Hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR-RI dan konsultam
dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
RUU, oleh Menteri dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden
sebelum dikoordinasikan kembali dengan DPR-RIL

Setelah dilakukan perencanaan melalui Prolegnas, di hngkungan
Pemerintah, telah diatur mengenai tata cara mempersiapkan RUU yang telah
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_.d;tentukan dalam Peraturan Presxlen Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata y

3Cara Meinpers;apkan RUU Rperpu, RPP; dan Rperpres (Perpres 68).:

: +Dalam Perpres 68 ditentukan bahwa penyusunan RUU: d11akukan. o :'
;pemrakarsa berdasalkan Prolegnas Penyusunan RUU yang' dxdasarkan.-.- o

pada’ Prolegnas tidak memerluka.n persetu_}uan izin prakarsa dari Presiden.

'Pemrakmsa meiaporkan penylapan dan penyusunan RUU kepada Presaden SR

.:secara berkala Lo

ntu; pemrakarsa dapat 1

~kepada Presiden, dengan di:
"RUUyangmehpuu g B
a..urgensi dan tugua.n penyusunan

b. sasaran yang ingin. dzwujudkan SRR :

c.: pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan d1atur, dan
d. Jangkauan serta axah pengamran AR SR ) S

Keadaan tertentu d1 atas adalah

a. menetapkan Perpumenjadi UU;

b. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional; - :

¢. ‘mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;

d. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas
: suatu RUU yang dapat d1setuj ui bersama oieh Baleg dan Menten

Dengan adanya ketentuan di atas, kemgman DPR RIdan Pemerintah
untuk meratifikasi konvensi atau penjanjian internasional setiap saat bisa
dilakukan. Dalam proses pembahasan (baik antardep maupun di DPR) lebih
mudah dibandingkan dengan penyusunan RUU biasa karena substansinya
hanya 2 pasal dan rata-rata tiga kali pertemuan sudah dapat diselesaikan.

Dalam mempersiapkan RUU, sebagaimana dilakukan selama ini,
pengaturan dalam Perpres 68 ditentukan mengenai pembentukan panitia
antardepartemen dan pemrakarsa dapat mempersiapkan naskah
akademisnya terlebih dahulu. Dalam rapat antardepartemen, pemrakarsa
dapat mengundang pakar baik dari perguruan tinggi maupun pihak lainnya.
Setelah RUU selesai dibahas, pemrakarsa diberikan kesempatan untuk
mengadakan sosialiasi kepada masyarakat (sebagai asas keterbukaan) untuk
mendapatkan masukan atas substansi RUU.

Namun sayangnya, prosedur di atas, dalam praktiknya belum
sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya, baik oleh Pemerintah maupun
oleh DPR-RI. Hal inilah yang mengakibatkan penyusunan RUU tidak
optimal. Jumlah yang 284 tersebut, jika ditelaah, ada beberapa yang hanya
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-_sekedar d1cantumkan Judulnya (nama RUU) saja, padahal naskah
e akademxknya dan substansi RUU sendiri belum dlpersmpkan Dengan

o demikian, alasan’ mengapa RUU perlu d1susun sering tidak mampu dijawab
~ oleh pemrakarsa, alias masih daiam angan-angan Dijumpai pula beberapa

nama RUU.yang tumpang nnchh “misalnya, RUU-RUU dj- bldang
pemermtahan yakm RUU. tentang Pelayanan Publik, RUU tentang
- Administrasi Pemenntahan RUU tentang EtlkaPemenntahan RUU tentang

" PerilakuAparat Negara, RUU. tentang Standar Pelayanan Publik, RUU
" tentang Konflik Kepentingan Pe_;abat Publik, RUU tentang Perubahan
S _Undang Undang ‘Nomor 43 Tahun 1999 tentang. Pokok-Pokok

Kepegawaian, RUU tentang Pemerintah Pusat RUU tentang Kepecawazan
Daerah, RUU tentang Kepegawaian POLRI; RUU tentang Kesekretanatan
Negara, dll. RUU-RUU di bidang kesehatan, misalnya, RUU tentang
Karantina Kesehatan, RUU tentang Praktik Kefarmasian, RUU tentang
Prakiik Perawat, RUU tentang Praktik Bidan, RUU tentang Pengawasan
Obat dan Makanan, RUU tentang Bahan Berbahaya, RUU téntang
Kesehatan, RUU tentang Perkembangan Kependudlﬂ{an dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera, dan lain-lain.

Masalah nama-nama RUU dj atas akan membmgunckan bagi
pembentuk RUU terkait dengan ruang lingkup pengaturan dan materi muatan
yang akan diatur. Belum lagi bagi pembentuk RUU vang dihadapkan pada
nama-nama RUU yang belum jelas pengaturan dan ruang lingkupnya,
misalnya, RUU tentang Energi (aturan pelaksanaannya tersebar dalam
undang-undang yang mengatur Mineral dan Batubara, Migas, dan
Ketenagalistrikan), RUU tentang Etika Kehidupan Berbangsa, RUU tentang
Kode Etik Hakim, RUU tentang Kebijakan Penghapusan Perkosaan dan
Kekerasan Seksual, RUU tentang Kebijakan Penghapusan Pelecehan
Seksual di Tempat Kerja, RUU tentang Kebijakan Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga atau Pekerja di Sektor Informal, RUU tentang Anti
Penyiksaan, RUU tentang Demokrasi Ekonomi, RUU tentang Bentuk Kredit
Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan, RUU tentang Pengaturan
Hak-hak Perempuan, RUU tentang Kebudayaan, RUU tentang Kebumian,
dan RUU tentang Anti Diskriminasi, Ras, dan Etnik.

4. Keberadaan Naskah Akademis dan Proses Harmonisasi

Naskah Akademik (NA) adalah naskah yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar
belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup,
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- Jangkauan objek atau arah pengaturan RUU (Pasai 1 Perpres Nomor 68 .
5 Tahun 2005) Peﬂu tldaknya NA daiam Perpres tersebut merupakan pihhan :} e

_ Sélaﬂu menjedlakan 1 1ka Pemermtah tldak menyedlakan, kemungklnan_'-_
_ besar RUU vang diajukan tidak dapat masuk dalam Proleﬂnas sebagal'. o

et -Mengapa NA dianggap penting: untuk dg adlkan landasan penyusunan'; HE
- suatu RUU? Sesuai dengan deﬁnm d1 atas; setldak-txdaknya suatu RUU - -
dapat dipertanggungja awabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang | berisi
Aatar belakang, tujuan penyusunan sasaran yang mgm d1wu3 udkan dan L

hngkup, jangkauan,. ob_] ek, atau arah pengaturan. - ST

“NA dalam proses. penyusunan suatu RUU: merupakan potret atau peta
tentang berbagau hal atau: pennasalahan yang ingin dlpecahkan melalui
undang-undang yang akan dibentuk dan disahkan. Makna yang sering
dikemukakan oleh pembentuk undang-undang bahwa dalam pertimbangan
RUU selalu dicantumkan segi filosofis, sosiologis, dan yuridis, mengingatkan
kepada kita semua betapa segi tersebut penting karenaterkait dengan
konstansi fakta yang ada dan bagaimana fakia tersebut dapat dzpecahkan
melaim cara-cara yang ﬁlosoﬁs dan yuridis. - .
. Dengan NA, fakta yang dianggap. bermasalah dipecahkan secara
bersama oleh Pemerintah dan DPR-RI, tanpa mementingkan goiongan atau
kepentmgan individu. Jika NA selalu mendasarkan pada urgensi dan tujuan
penyusunan, sasaran yang ingin dlwujudkan pokok pikiran, lingkup, atau
objek yang akan diatur, serta jangkauan serta arah pengaturan yang memang
dikehendaki oleh masyarakat maka proses boz‘tom up yang selama ini
dxmgmkan oleh masyarakat, akan terwumd Jika suatu RUU yang dihasilkan
melalui proses botiom up, dlharapkan undang-undang yang dihasilkan akan
berlaku sesuai dengan kehendak rakyat dan berlakunya langgeng.

Sebagaimana dlkemukakan di atas bahwa Pemerintah sering kali tidak
dapat menolak departemen/LPND untuk menyusun RUU yang kemudian
dimintakan untuk diharmonisasi di Departemen Hukum dan HAM, walaupun
RUU yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam Prolegnas. Sebaliknya,
beberapa RUU yang telah masuk dalam Prolegnas, pemrakarsa sering
mengalami kesulitan untuk membentuknya karena belum dipersiapkannya
NA dan alasan-alasan lainnya. Belum lagi terhadap RUU-RUU yang tidak
jelas ruang lingkup pengaturan dan materi muatan yang diaturnya
sebagaimana diuraikan di atas.




. dlperSAapkan dalam daftar i inventarisasi masalah (DIM).
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mas;h adanya egmsme sektoral dari instansi. pemrakarsa terkal_ lengan

Pl penoaturan kewenangan yang dm‘uhklnya Yancr lebih- suht Jagi: adalah apabﬂa
L j:RUU tersebut merupakan 1n151at1f DPRs yang dx dalamnya menwdtur banyak

. | o kepéntmgan yang: tumpang tmdzh dengan kewenangan Iamnya Dengan
~.demikian, harmomsaS; dllakukan pada saat pembahasa.n yancJF sebeiumnya

_ s Dari pengalaman d1 atas, untuk tidak- memmbulkan polermk daIam
. :tmgkat pembahasan proses harmon15331 seharusnya dﬂakukan sej: jak NA
_ ;-_'dlbuat ‘sampai di. tlngkat penyusunan peraturan; baik dllakukan oleh
i Pemermtah maupun oleh DPR-RI. Sering didengar bahwa sewaktu DPR«
' RI membahas RUU dengan Pemerintah, muncul RUU tandmgan yang
berasal dari luar dengan mengatasnamakan I\epentmgan tertentu. Hal-hal
inilah yang kemudian mempengaruhi kualitas. substanst RUU dihhat dari
prospek, ekspektasi, dan harapan poimk hukum terutama pem‘oangunan
hukmnnas;onal : L SIS S S

5. Peran Perancang Peraturan Perundang-undanﬂan

" Dalam Penj elasan UU Pembenmkan Peraturan Perundang-undangan
(P3) disebutkan bahwa Untuk menunjang pembentukan peraturan
perundang undangan dxperlukan peran tenaga perancang peraturan
perundang undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang
mempunyai tugas menylapkan mengolah, dan meramuskan rancangan
peraturan perundang-undanganan. Makna “berkualitas” sebagaimana
ditentukan dalam penjelasan tersebut tampaknya akan mengalami hambatan
dan tantangan tersendiri dalam bidang kepenierintahan karena masih
berbenah di sana-sini mengingat jabatan tersebut relatif anyar atau baru
dibanding Jabatan fungsmnal lainnya sepertl jabatan peneliti atau jaksa
penuntut umum. Mencari format mengenai kompetensi dan sertifikasi jabatan
fungsional perancang serta kurikulum dalam diklat perancang, diperlukan
kerja keras dan ketekunan yang luar biasa. Hal ini masih dalam proses
penyelesaian di lingkungan Departemen Hukum dan HAM.

Perancang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung
Jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan menyusun peraturan perundang-undangan dan/
atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah. Kedudukan
Jjabatan fungsional termasuk dalam rumpun hukum dan peradilan dan tugas
perancang adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan selurah
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Penmgkatan Kuahias Pembentukan Pcraturan Perundang unéaﬁgan d: Inrionesxa'-'3 o -

= '-keglatan tekms ﬁmgsu:ma} perancangan peraturan perundang~undangan d1 :

: . lingkungan unit peraturan perundang undangan instansi pemerintah. Tugas, - e
_'tanggung _}awab wewenang, dan hak ser‘ta kedudukan perancang teiah_' L

s ;Fungswnal PegawalNegem Sipﬂ L3
3) - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Rangkap Jabatan N\
4)_-_?__K.eputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun ¥ abatan -
g _Fungsmnal Pegawai Negeri Sipil; - :
5) - Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tun_;angan
-Fungsmnai Perancang; - SRR
6) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
4 1/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatau Fungswnai Perancang
- Peraturan Perundang-undangan -+
7) Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asa51 Manusia dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor. M.390-KP.04.12 Tahun
- 2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
~Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undanfran dan Angka
- Kreditmya i
8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
"M.03.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Hukum dan HAM. -

Dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas, pada dasamya
tidak perlu diragukan lagi bahwa eksistensi perancang (atau calon
perancang) di tanah air telah dipayungi oleh hulaum dalam menjalankan tugas,
fungsi, hak, dan tanggung jawabnya. Pemerintah, dalam hal ini Departemen
Hukum dan HAM, tinggal meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta
menghitung kebutuhan perancang pada seluruh instansi pemerintah, baik
di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk di lingkungan DPR-RI atau
DPRD.

Permasalahan klasik yang selama ini dihadapi dalam penyediaan
perancang adalah kurangnya kualitas dan kuantitas perancang di beberapa
instansi pemerintah karena salah satu masalah yang belum seluruhnya
dipecahkan adalah ketersediaan kurikulum di fakultas hukum baik pada
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- kurikulum wajib (bukan pilihan) dan: datetapkan gumiah SKS-nya sesuaz

B perancangan peraturan perundang-undangan.

o W&m:mm %L'd No-.?--;funi 2007--3

‘perancangan peraturan perundang*undangan sehingga lulusan sarje ana
hukum kurang memaham1 mengenaz perancangan peraturan pemndang-
L _undangan B1dang yang satu ini juga sering menjadi pertanyaan bagz dekan
- fakultas hukum, apakah termasuk pada bidang hukum tata negara atau
zhukum admmlstrasz negara atau hukum tata pemerlntahan atau bldang

- tersendiri? Departemen Pendxdzkan Nasional harus sudah menentukan
bahwa bldang perancangan peraturan perundang-undang_an merupakan

| 1._dengan kebutuhan, misalnya, d;perlukan Jjam mata kuhah p

Dic sampmg masalah di atas, mutasi ke jabatan struktural atau Jabatan
Ialnnya yang menjanjikan, membuat pejabat fungsional ; perancang beralih
atau berpindah ke jabatan struktural. Budaya terstruktur untuk berkuasa
tampaknya masih kental di lingkungan pegawai negeri sehingga pilihan tertuju
pada jabatan struktural, dan malah pada jabatan struktural tertentu
dzperebutkan :

Insentif atau penghargaan bagi pejabat fungsional perancang perlu
segera diwujudkan, termasuk tunjangan fungsional yang memadai dan masa
jabatan usia pensiun bagi perancang. Tanpa hal ini, jangan diharap kualitas
dan kuantitas pejabat fungsional perancang akan meningkat.

- “Kualitas perancang akan diuji dengan ketentuan Pasal 4 (1) Perda
Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran yang
menentukan bahwa “Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan
sehingga menimbulkan suatu anggapan bahiwa ia/mereka pelacur dilarang
berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan,
losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung kopi, tempat
hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong
jalan atau di tempat lain di daerah.” Betapa ketentuan di atas sangat subjektif
untuk setiap orang yang dianggap oleh penegak hukum sebagai pelacur.
Pembentuk Perda mungkin belum menyadari bahwa ketentuan tersebut
dapat disalahgunakan oleh penegak hukum karena subjektivitasnya vang
mencolok. Bagaimana penegak hukum dengan mudah menangkap orang
jika orang tersebut sikap atau perilakunya mencurigakan dilihat dari
anggapan penegak hukum. Belum lagi locus delicti- nya yang begitu luas,
yakni rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/
kontrakan, warung kopi, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau
di lorong-lorong jalan atau di tempat lain di daerah. Seharusnya tempat
yang dituju hanya tempat yang mermang sering digunakan, misalnya, warung
remang-remang yang sering dijadikan praktik prostitusi atau tempat hiburan
tertentu untuk para hidung belang.
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Pengetahuan mengeneu bentuk dan _}GI‘HS peraturan perundang-
;undangan sangat pentmg daiam perancangan perah;ran penmdang~undangm1 y
karena: -

a. setlap pembentukan peraturan pemndang—undangan harus dapat
ditunjukkan secarajelas peraturan perundang-undangan tertentu yang

. menjadi landasan atau dasarnya (landasan yuridis);
b. _tldak setxap peraturan perundang-undangan dapat dij adikan landasan
atau dasar yuridis pembentukan peraturan pemndang-undangan,
. melainkan hanya peraturan perundangwundangan yang sederajat atan
“lebih tlnggl vang dapat mendelegasakan ke, peraturan pemndang-
_._undangan sederaj at atau lebih rendah. Jadi peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak dapat dljadakan dasar peraturan
_ perandang-undangan yang: lebih unggl Ketentuan ini menun;ukkan betapa
E pentlngnya aturan mengenal tata: urntan peraturan perlmdang—undangan

(lihat UU Nomor.10 Tahun 2004), _

c. ;pembentukan peraturan perundang~undangan berlaku prinsip.bahwa

.peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat

- menghapuskan peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih
rendah. Prinsip ini mengandung beberapa hal :

1) pencabutan peraturan perundang-undangan yang ada hanya mungkin
dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau
yang lebih tinggi;

2) dalam hal peraturan perundang-undangan yang sederajat
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat
lainnya, maka betlaku peraturan perundang-undangan yang terbaru
dan peraturan perundang-undangan yang lama dianggap telah
dikesampingkan ({ex posterior derogal priori),

R Y
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-3 dalam hal peraturan perundang—undangan yang Iebih tmggi mgkamya
e bertentangan dengan peraturan perundang- -undangan yang lebih
; rendah, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang lebih
R tmggltmgkatannya, ety

d dalam hal peraturan perundang»«undangan sedera}at yang mengatur

- bzdang«bldang khusas, maka peraturan perundang~undangan ‘yang
- mengatur bidang umum yang berkaitan dengan bidang. khusus tersebut

' .f'_""gdikesampmgkan (lex speczahs derogat lex generalzs) -
e pentingnya pengetahuan mengenai bentuk atau jenis peramran perundang-
. undangan ka;tannya dengan . materl muatan peraturan pemndang~

undangan. Materi muatan undang-—undang adalah berbeda dengan materi
‘muatan peraturan presiden. Materi muatan biasanya tergantung dari
delegasian atau atribusian peraturan perundang-undangan yang lebih

" tinggi atau sederajat. Undang—undang dan Perda bermateri muatan salah

~ satunya adalah pengaturan hak asasi manusia dan pengaturan sanksz yang
~memberatkan atan membebam rakyat,

Yang lebih penting adalah bahwa pembentuk peraturan harus
memahami makna asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baﬂc yang mehputi
a) kej elasan tujuan (setlap pembentukan peraturan perundang- undancan

~harus mempunyal tujuan yang jelas yang hendak dicapai);

b} kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat (setiap jenis peraturan
perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk
peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan perundang-
undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apablla
dibuat oleh Iembaga/pej abat yang tidak berwenang);

¢) kesesuaian antara jenis dan materi muatan (dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan
materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-
undangannya);

d) dapat dilaksanakan (setlap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-
undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis,
maupun sosiologis);

e) kedayagunaan dan kehasilgunaan (setiap peraturan perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara);




f) kejelasan rumusan (seuap pera‘mran perundang*undangan harus T
“‘memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan: perundang-
undangan sistematika, dan p111han kata atau terminologi, serta bahasa
“hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehmgga tidak menimbulkan_:"_ _

- ‘berbagai macam 1nterpreta31 dalam pelaksanaannya) dan - - G
_..keterbukaan (daiam proses pembentukan peraturan perundang-"_

L Pehingkatén }(ualitas i’exﬁbeﬁmkéﬂ Pcratuiah ?emndang—uﬁdéngén-di 'Indune'si'é. :1:'j1__3.' k

B _.-_pembahasanber51fattransparandanterbuka Dengan dem1klan seiuruh";'_}
. lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnyauntuk
S membenkan masukan dalam proses pembuatan peraturan pemndang- S

_ Asas -asas tersebut merupakan dasar berpijak bag1 pembentuk,
peraturan perundang~1mdanga11 dan penentu kebijakan. Semua asas di atas,

harus terpateri dalam diri mereka yang akan membentuk peraturan

perundang-undangan yang biasanya diwujudkan dalam bentuk pertanyaan:

dalam ‘'setiap langkah yang ditempuh. Misalnya, apakah pentingnya
membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi
kemaslahatan masyarakat? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah
cukup? Dalam menyusun; substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan,
pembentuk peraturan ha:rus selalu bertanya, apakah rumusan tersebut sudah
jelas dan tidak memmbulkan penafszranV

Tip untuk perancang peraturan perundang-undangan:

memahami ketatanegaraan Indonesia, juga ketaianegaraan negara-negara
lain;

memahami sistem politik negara dan peta politik;

memahami hukum pada umumnya, jika perlu, memahami secara
komprehensif dan integral (hukum pidana, hukum perdata, hukum
administrasi negara, hukum tata negara, hukum agama, hukum adat;
menguasai Undang-Undang Nemor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004,

mengetahui secara detail lampiran Undang-Undang Nomeor 10 Tahun
2004,

memahami dengan cepat mengenai objek garapannya (dari NA sampal
rancangan peraturan), termasuk bagaimana melakukan harmonisasi &
sinkronisasi untuk menghasilkan konsepsi sesuai dengan Pancasila dan
UUD 1945;
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